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PUTUSAN
Nomor 775/Pdt.G/2025/PA.Btl.

L
AT e 2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON , NIK 3402131908820001, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 19
Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas,
pendidikan SD, bertempat tinggal di Kanggotan RT 009,
Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul,
Domisili elektronik: xxxxxxxxxx@gmail.com, Nomor Whatsapp
XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , NIK 3402135606860003, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 16
Juni 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
pendidikan SMA, bertempat tinggal di Sareyan RT 001,
Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul secara elektronik melalui

Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 775/Pdt.G/2025/PA.Btl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

775/Pdt.G/2025/PA.Btl., tanggal 17 Juni 2025, mengajukan permohonan cerai
talak, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada
hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul,
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 38/xX/Xx/XX,
tertanggal 13 Februari 2021, dan ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka
dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXxXxxxx RT XXX,
Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul selama 10
bulan kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di
XXXXXXXXXX RT xxxxx, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten
Bantul;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan badan (Ba’da Dukhul) dan namun belum dikaruniai
anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan
Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November
2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut
terjadi karena sebagai berikut:
a. Bahwa Termohon tidak mau ikut program hamil dengan Pemohon;
b. Bahwa Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui
Pemohon dari foto Termohon dengan Pria Idaman Lain (PIL)
tersebut;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi
pada bulan Desember 2024 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah
yang mana Termohon pulang kerumah orang tua Termohon yang beralamat
di xxxxxxxxxxx RT xxxx, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten
Bantul yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 6 (Enam)
bulan, dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
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6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah
tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi
tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu
keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi,
sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan
batin;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima dan mengabulkan
permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi ljin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di

hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau
kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor
775/Pdt.G/2025/PA.Btl. dari berita acara panggilan terhadap Termohon yang
diperkuat dengan print out dari hasil tracking pada aplikasi “Pos Aja!” yang telah
dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan
dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara a quo terdaftar secara e-court, maka

Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para
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pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan para pihak
menyatakan telah memahaminya, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan
Court Calender (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,
bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu
melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi
hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon
tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak
pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 340213XXXXXXXXXXX atas

nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 29 Maret 2021. Bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah
dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis

diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/xx/xx/xxxx yang

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Pleret Kabupaten

Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 13 Februari 2021.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah

dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis

diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 775/Pdt.G/2025/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,
bertempat tinggal di xxxxx RT xx, Kelurahan Tamanan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya secara agama
Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di
Kanggotan RT 009, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten
Bantul,

- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember
tahun 2024, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar;

- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki Pria Idaman
Lain (PIL) diketahui lebih dari 5 (lima) orang;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat
tinggal sejak 7 bulan yang lalu, sampai dengan sekarang;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berusaha menasehati
dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di xxxxxxx RT xxx, Kelurahan Pleret, Kecamatan
Pleret, Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya secara agama Islam
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
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- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXX
RT xxx, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;

- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak lebih kurang 7
bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah
kediaman bersama sampai dengan sekarang;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena sejak bulan Desember
tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi
rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar;

- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki Pria Idaman
Lain (PIL) dan Termohon malah marah-marah ketika diingatkan oleh
Pemohon terkait pekerjaan Termohon sebagai rentenir;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berusaha menasehati
dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima serta membenarkannya, juga telah mencukupkan dengan alat-alat
bukti yang diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem
Informasi Pengadilan tanggal 7 Juli 2025, yang pada pokoknya tetap pada
permohonan cerai talaknya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim
cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) dinyatakan
bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan.”Dalam penjelasan
pasal tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah
hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai
perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 8)
dinyatakan perihal perceraian karena talak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka
perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (absolute competentie);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon (berdasarkan keterangan
Pemohon) bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul,
maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili
perkara a quo (relative competentie);

Pemanggilan Para Pihak.

Menimbang, bahwa terhadap para pihak a quo telah dilakukan
pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan pemanggilan
berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Pemohon hadir di

persidangan;
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Menimbang, bahwa terhadap Termohon telah pula dilakukan
pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan
tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau
kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti berita acara panggilan terhadap
Termohon yang diperkuat dengan print out dari hasil tracking pada aplikasi “Pos
Aja!” yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil
dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan seperti yang disebut di atas dan
telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang
sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke
persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak pernah menghadap di persidangan, harus dinyatakan
tidak hadir. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan
Pemohon a quo diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon (secara
verstek);

Upaya Damai.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap
persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk
dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 17 ayat
(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan
(diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan
hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah
berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan
nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan
perkawinannya dengan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya
secara elektronik (e-court) tertanggal 17 Juni 2025 yang telah terdaftar pada
register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat
(1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo telah memenuhi syarat formil
suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 mohon
kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak
satu raj’i terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagaimana pada Duduk
Perkara;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon
tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:

3> VA 53528 a5 plaliuall p63 s pS5 Ll o3 3

a

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak
menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya".
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Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka
Pemohon tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan
mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak
boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut
ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon
setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan
karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar
antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan
pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut
telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga
perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disisi lain, pada asasnya berdasarkan Pasal 125
ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan
tidak hadirnya Termohon (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa
putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak
dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak
melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, disisi lain
perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim sebelum
menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai
alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga
atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH
Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan a quo:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing
dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon
tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu
akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup
sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi
persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah
di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti
tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil
gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo
pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon
bernama xxxxxxxxx, NIK 3402131908820001, tempat lahir di Bantul, pada
tanggal 19 Agustus 1982, agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 cocok dengan aslinya,
bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, merupakan akta autentik, maka telah
sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jis. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata
serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang
Bea Meterai, sehingga bukti a quo bernilai sebagai alat bukti yang telah
memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna, bukti a quo mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut
tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas
Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah subjek
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hukum yang benar atau bukan orang lain, juga terbukti diantara keduanya
terikat hubungan perkawinan yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang
perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti
berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon
telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147
HIR jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap
bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat
Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta didengar
keterangannya secara terpisabh;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon (Saksi 1) merupakan adik
kandung Pemohon, dan saksi 2 (dua) Pemohon (Saksi 2) yang juga
merupakan tetangga Pemohon, menerangkan mengenai terjadinya pisah
tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 7 bulan lamanya dan
antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi, adalah fakta
yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulan
sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, juga
keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan
saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai
bukti.

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat permohonan
Pemohon, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Pemohon di muka
persidangan, Majelis Hakim meng-konstatir peristiwva konkrit tersebut dan
menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah
pada tanggal 13 Februari 2021;
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b. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis dan belum dikaruniai anak;
c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain
karena persoalan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan Termohon
malah marah-marah ketika diingatkan oleh Pemohon terkait pekerjaan
Termohon sebagai rentenir;
d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7
bulan lamanya;
e. Bahwa terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon adalah
dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
f. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan
Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami
dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami
isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas
bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang
menikah pada tanggal 13 Februari 2021 dan masih terikat dalam perkawinan
yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di
atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena persoalan
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Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan Termohon malah marah-marah
ketika diingatkan oleh Pemohon terkait pekerjaan Termohon sebagai rentenir.
Perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Pemohon
dengan Termohon pisah rumah selama 7 bulan lamanya, meskipun pihak
keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah
tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat
dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami
isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi,
dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah
rumah selama 7 bulan lamanya, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah
tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian
dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara
Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak
beperkara, sementara Majelis Hakim juga selalu berupaya menasihati
Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap
bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal
sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa ikatan bathin
antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang
maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis dapat
menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah
pecah (broken marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit
untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian
hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
Hakim berperndapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon
tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi
penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan
yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05
Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan
pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan
perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (broken marriage) telah
hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya,
dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah
tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya tanpa
landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat
menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud
ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan
adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata
sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling
melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk
meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah
pihak beperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma
hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan
sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil
syar’l yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Al Qur'an Surah al Bagarah ayat 227 yang berbunyi:
loule fuos alll 815 51l T53 52 005
Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
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Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:
oW lgsd gaiy ay pls gzl 8Ll Claiai iz GMall pllai MYl L1 289
oSz Ol olize Jlraiwdl OY To) 1t po 8500 Tl dla Il ruai cuzs alo Vs

alasdl ol U [aag 3uiadl Hmuwll uzg I 2ol e

“Islam memilih lembaga thalaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap go

ncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hu

bungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawina

n berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjan

gan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Kaidah Fighiyyah yang berbunyi:

tlaall Ll e paso awlaall <50
“Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar

kemaslahat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat rumahatangga Pemohon dan Termohon
benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi karena
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,
sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua)
dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan
suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon
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untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj’i di depan sidang Pengadilan Agama
Bantul pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sudah sepatutnya dan berdasar hukum
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin  kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX)  untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di
depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15
Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dan Nur Syamsiah, S.Sy., M.H. sebagai
Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yulistia Hani
Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon secara elektronik;
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Ketua Majelis

Ttd.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.
Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. Nur Syamsiah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yulistia Hani Utami, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran Perkara :Rp  30.000,00
b. Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak :Rp  20.000,00
C. Redaksi :Rp 10.000,00
2. Proses ‘Rp  75.000,00
3. Panggilan ‘Rp  84.000,00
4. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 229.000,00

(Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
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